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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum, Sebagaimana tertuang dalam 

ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia 

Tahun 1945 yang Konsekuensi dari ketentuan pasal yang yang terkandung 

didalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut, Maka dalam 

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada 

hukum selain sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, Hukum digunakan sebagai instrumen untuk 

membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tujuan 

negara dapat terlaksana dengan baik (Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Inodnesia Tahun 1945). 

Kekuasaan pemerintah di Indonesia dibagi menjadi tiga yang 

memiliki kewenangan masing-masing, antara lain lembaga eksekutif, 

lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif adalah 

lembaga yang menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang 

yang diselenggarakan oleh presiden dan wakil presiden serta menteri 

sebagai pembantunya. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas 

membentuk undang-undang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berfungsi 

menerapkan dan mengadili peraturan perundang-undangan dalam 

perselisihan atau konflik, lembaga ini diselenggarakan oleh Mahkamah 

Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) (Zahro, 

2023). 

Sebagai Negara yang telah menetapkan hukum sebagai panglima 

tertinggi dalam sistem ketatanegaraanya, oleh karena itu keberadaan 
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lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang sentral sebagai syarat 

mutlak penegakan supremasi hukum demi terciptanya keadilan, kepastian, 

dan kemanfaatan hukum itu sendiri, serta cita cita negara yang tertuang di 

dalam konstitusi dengan prinsip bahwa kedudukan setiap orang sama di 

hadapan hukum equality before of the law  (Muhdar, 2023). 

Lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur di dalam 

BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Repubik Indonesia yang menyatakan bahwa: 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi.”  
 
Berdasarkan ketentuan Pasal ini maka Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi me irupakan leimbaga yang me imiliki otoritas teirtinggi 

di dalam pe ineigakan hukum dan ke iadilan se isuai amanat Konstitusi (Muhdar, 

2023). 

Fungsi Mahkamah Konstitusi se ibagai leimbaga tinggi neigara adalah 

untuk meingawal konstitusi (thei guardians of thei constitution) sebagai 

Leimbaga peingawal konstitusi Mahkamah Konstitusi be irfungsi se ibagai 

peinafsir konstitusi, seirta meingawal de imokrasi (thei guardian and the i solei 

inteirpreiteir of thei constitutions, as we ill as the i guardian of thei proce iss of 

de imocrazitation), Bahkan MK juga meirupakan leimbaga peirlindungan hak 

konstitusi warga ne igara (thei proteictor of citize iin rights) dan peirlindungan 

Hak Asasi Manusia (thei proteictor of human rights) (Jimly, 2012). 

Mahkamah Konstitusi Re ipublik Indone isia me imiliki e impat 

keiweinangan dan satu ke iwajiban, adapun ke iweinangan teirseibut yaitu: 

Mahkamah Konstitusi be irweinang meingadili pada tingkat peirtama dan 

teirakhir yang putusannya beirsifat final untuk me inguji Undang-Undang 

teirhadap Undang Undang Dasar, me imutus se ingkeita ke iweinangan leimbaga 

neigara yang keiweinangannya dibeirikan oleih Undang Undang Dasar, 
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meimutus peimbubaran partai politik, dan me imutus pe irseilisihan teintang 

hasil Pe imilihan Umum (Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945). 

Peingaturan ke iweinangan Mahkamah Konstitusi me ingeinai peingujian 

Undang-Undang te irhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51A 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Teintang Mahkamah 

Konstitusi seibagaimana teilah diubah deingan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2011 Te intang Pe irubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 Te intang Mahkamah Konstitusi yang me ingatur bahwa pe ingujian 

undang-undang te irhadap UUD dilatar beilakangi de ingan adanya indikasi 

peilanggaran hak dan atau ke iweinangan konstitusional warga ne igara yang 

teilah dilanggar ole ih peijabat publik, atau dirugikan se ibab peilanggaran 

konstitusi oleih suatu undang-undang. Hak konstitusional me irupakan hak-

hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam 

UUD NRI Tahun 1945 itu me incangkup hak-hak yang te irgolong ke i dalam 

hak warga ne igara (citize in right) maupun hak-hak yang te irgolong ke i dalam 

hak asasi manusia (Deiwa, 2013). 

Baru-baru ini te irjadi se ibuah se ingkeita dimana munculnya 

peirmohonan teirkait uji mate iril salah satu pasal yang ada didalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Te intang Pe imilihan Umum. Mahkamah 

Konstitusi meineirima peirmohonan uji mateiril peimohon pada tanggal 3 

Agustus 2023 yang diajukan ole ih se iorang mahasiswa be irnama Almas 

Tsaqibbirru teirkait uji mate iril salah satu pasal yang ada didalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Te intang Pe imilihan Umum. Pasal 169 

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Te intang Pe irsyaratan meinjadi calon 

pre isidein dan calon wakil pre isidein : 

a. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa; 
b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; 
c. Suami atau istri calon preisidein dan suami atau istri calon wakil 

presiden adalah Warga Negara Indonesia; 
d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; 
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e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari 
penyalahgunakan narkotika; 

f. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia; 
g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; 
h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 
yang merugikan keuangan negara; 

i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 
j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 
k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD. Atau DPRD; 
l. Terdaftar sebagai pemilih; 
m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan 

kewajiban membayar pajak selama 5 (Lima) tahun terakhir yang 
dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak 
penghasilan wajib pajak orang pribadi; 

n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden 
selama 2 (Dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 

o. Setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik 
indonesia Tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, 
danBhineka Tunggak Ika. 

p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun 
atau lebih; 

q. Berusia paling rendah 40 (Empat Puluh) Tahun; 
r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, 

madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah 
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; 

s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang parta komunis 
indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang 
terlibat langsung dalam G.30.S/ PKI;dan 

t. Memiliki visi dan misi dan program dalam melaksanakan 
pemerintahan negara republik indonesia. 

 Keiteintuan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang  syarat Preisidein dan wakil Preisidein paling reindah beirusia 40 Tahun 

meirupakan suatu beintuk pe ilanggaran moral. Se ibab, hal ini meinciptakan 

diskriminasi dan pe irbeidaan golongan umur. Seilain itu yang me injadi dasar 

peirmohonannya Bahwa banyaknya ke ipala dae irah dan me inteiri teirpilih yang 
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beirusia di bawah 40 (Empat Puluh) tahun pada Pe imilu 2019 dan beirkineirja 

bagus. 

 Sudah se iharusnya konstitusi tidak me imbatasi hak konstitusional para 

peimuda untuk meincalonkan dirinya se ibagai calon Pre isidein dan Wakil 

Preisidein. Peirmohonan ini diajukan oleih mahasiswa Fakultas Hukum 

Univeirsitas Seibeilas Mare it (UNS) beirnama Almas Tsaqibbirru. Dimana pasal 

teirseibut teirdapat peinjeilasan yang Seimulanya syarat meinjadi Preisidein dan 

wakil Preisidein didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 169 huru q 

beirbunyi:  

“Beirusia paling reindah 40 (Empat Puluh ) Tahun” 

Meinjadi “beirusia paling re indah 40 (eimpat puluh) tahun” 

beirteintangan deingan Undang-Undang Dasar Ne igara Reipublik Indone isia 

Tahun 1945 dan tidak me impunyai keikuatan hukum me ingikat, seipanjang 

tidak dimaknai ‘beirusia paling re indah 40 (eimpat puluh) tahun atau 

peirnah/seidang me induduki jabatan yang dipilih me ilalui peimilihan umum 

teirmasuk peimilihan keipala dae irah”. 

Poleimik teirkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya 

teirbatas pada substansi keiputusan itu seindiri, teitapi juga me incakup 

dampaknya te irhadap dinamika politik nasional. Salah satu isu yang me incuat 

adalah lahirnya putusan Mahakamh Kosntitusi te irseibut untuk me imbuka 

akseis jalur bagi putra Pre isidein Reipblik Indone isia yaitu Gibran Rakabumi 

Raka untuk maju dalam konte istasi peimilu tahun 2024. Pe irbeidaan pandangan 

antara para peindukung dan kritik masyarakat meinciptakan suasana diskusi 

yang inte ins. Beibeirapa pihak me ilihatnya se ibagai tonggak se ijarah yang 

meimbawa peirubahan signifikan dalam are ina politik, seimeintara yang lain 

meingkhawatirkan pote insi konse ikueinsi neigatif yang mungkin timbul akibat 

peirubahan ini (Askari Razak, 2023). 
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Islam mangajar dan me imeirintahkan untuk me imbeirikan jabatan atau 

keikuasaan ke ipada orang yang mampu me imeigang suatu amanah te irseibut 

beirdasarkan kompeiteinsi dan inteigritasnya. Peineitapan suatu hukum harus 

dipe irtimbangkan atas dasar ke ibeirmanfaatannya. Hal ini le ibih dikeinal de ingan 

maslahah mursalah. Dimana istilah maslahah mursalah me inurut para ulama 

meimiliki peingeirtian yang beirbeida-beida, namun pada hakikatnya adalah satu 

yaitu se itiap manfaat yang didalamnya te irdapat tujuan syara’ se icara umum, 

namun tidak teirdapat dalil yang se icara khusus me ineirima atau meinolaknya. 

Deingan de imikian, maṣlaḥah mursalah adalah suatu ke imaslahatan yang tidak 

meimpunyai dasar dalil, te itapi juga tidak ada peimbatalnya (CHANIAGO, 2024). 

Meinurut Imam Almawardi, untuk bisa meinjadi ke ipala peimeirintahan 

ialah deingan syarat beirlaku adil, beirilmu peingeitahuan, tidak cacat, 

beirwawasan yang luas untuk me ingurusi rakyat dan beirani meilindungi 

rakyat, sudah deiwasa (Al-Mawardi, 2015,2004).Seidangkan meinurut Ibnu 

Taimiyah syarat seiorang seibagai peimimpin meimiliki kualifikasi keikuatan 

(al-quwat) dan inteigritas (al-amanat) yang didasarkan pada al-Quran Surat 

al-Qashash ayat 26(syaikuni, 2007). 

Deingan deimikian dikabulkannya peirmohonan uji mateiril pasal 169 

huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 oleih Mahkamah Konstitusi 

meimbeiri peiluang calon Preisidein dan wakil Preisidein bagi warga neigara yang 

beirusia dibawah 40 (Empat Puluh) Tahun untuk meinjadi Preisidein dan wakil 

Preisidein. Namun putusan ini meimunculkan pro dan kontra, kareina di duga 

meimbuka jalan untuk Gibran Raka Buming Raka yang beirstatus seibagai anak 

Preisidein Joko Widodo yang masih aktif. Seidangkan dalam islam meinurut 

Imam Almawardi yang ditonjolkan adalah beirlaku adil, beirilmu peingeitahuan, 

tidak cacat, beirwawasan yang luas untuk meingurusi rakyat, beirani 

meilindungi rakyat dan sudah dewasa tanpa menentukan batas tahun 

usia/umur. 
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

menganalisis bagaiamana perspektif islam terhadap putusan tersebut dengan 

judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/Puu-Xxi/2023 

Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Perspektif Maslahah Mursalah. 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan identifkasi masalah yang telah dipaparkan di atas yang 

menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana tinjauan perspektif 

mashahah mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/Puu-

Xxi/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017? 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1.3.1. Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap tafsiran MK 

tentang persyaratan usia Presiden dan wakil Presiden dalam putusan 

Nomor 90/PUU-XXI/2023? 

1.3.2. Bagaimana maslahah perubahan pasal 169 huruf q pada Undang-

Undang No 7 Tahun 2017 terhadap sitem presidensial indoneia? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji 

Materil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan 

salah satu bentuk tegaknya hukum di Indonesia dan buktinya nyata 

keseriusan dari lembaga pengadil dalam menyelesaikan kasus yang ada di 

Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap 

tafsiran MK tentang persyaratan usia Presiden dan wakil Presiden dalam 

putusan no.90/puu-xxi/2023. 
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b. Untuk menganalisis mashlahah perubahan pasal 169 huruf q Undang-

Undang No 7 Tahun 2017 terhadap sistem presidensial indoneia. 

1.5. Signifikansi Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari 

penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Sebagai salah satu untu ik meingeimbangkan Ilmui dan Peingeitahuian huikuim 

yang dipe iroleih dari pe irkuiliahan yang beirsifat teioritis dan praktik yang 

teirjadi di ruiang lingkuip peimeirintahan dan masyaraka. 

b. Seibagai salah satu i wadah uintuik meinambah pe ingeitahuian yang 

diharapkan agar pe ineilitian ini meinjadi salah satui reifeireinsi bagi peilakui 

akadeimisi, praktisi hu ikuim, stakeiholdeir dan masyarakat lu ias te irkait 

deingan Puituisuian Mahkamah Konstitu isi No.90/PUU-XXI/2023. 

1.6. Stu idi lite iratuir  

Artike il dituilis oleih Elva Imeildatuir Rohmah,Zainatuil Ilmiyah deingan 

juiduil “Dinamika Puituisan Mahkamah Konstituisi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

Teintang Peirsyaratan Usia Calon Preisidein dan Wakil Preisidein” Puituisan 

Mahkamah Konstituisi No. 90/PUU-XXI/2023 te ilah meinimbuilkan peirdeibatan 

teirkait peiran dan ke iweinangan Mahkamah Konstitu isi dalam me imbe intuik 

norma barui meingeinai peimilihan uimuim. Dalam puituisan teirseibuit, Mahkamah 

meineitapkan bahwa calon pre isidein ataui wakil pre iside in haruis be iruisia 

minimal 40 tahu in ataui peirnah/seidang meimeigang jabatan yang dipe iroleih 

meilaluii proseis peimilihan uimuim, teirmasuik pe imilihan keipala dae irah. 

Keipuituisan ini me inimbuilkan ke isan bahwa Mahkamah Konstitu isi te ilah 

meimasuiki ranah leigislasi, yang seiharuisnya meinjadi ke iweinangan le imbaga 

leigislatif. Peineilitian ini beirtuijuian uintuik meingkaji leibih dalam dinamika 

puituisan teirse ibuit, teiruitama te irkait peirsyaratan uisia calon pre isidein dan wakil 

pre isidein. Beirdasarkan hasil peineilitian, teircatat ada einam peirkara yang 

meinguiji Pasal 169 hu iruif q UU No. 7 Tahu in 2017 te intang Peimilui. Mahkamah 

Konstituisi meimbeirikan ke ipuituisan deingan meineirima seibagian peirmohonan 
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dan meinolak se ibagian lainnya. Namuin, pada pe irkara No. 90/PUU-XXI/2023, 

meiskipuin peimohon me imiliki leigal standing yang le imah, peirmohonannya 

teitap dikabu ilkan se ibagian. Hal ini me imuincuilkan duigaan adanya poteinsi 

konflik ke ipe intingan yang dapat me imeingaruihi inkonsisteinsi puituisan 

Mahkamah Konstitu isi (Imeildatuir, 2024). 

Artike il dituilis oleih Muihammad Fathuir Rizky, Edi Yuiheirmasyah,Azmil 

Umuir deingan juiduil peineilitian “Konflik keipeintingan puituisan MK No 90/PUU-

XXI/2023 Te intang batas uisia Capreis dan Cawapreis meinuiruit UU Keikuiasaan 

Keihakiman”.Mahkamah Konstituisi, seibagai leimbaga yang beirtuigas 

meineigakkan huikuim, juistrui diduiga meilanggar keiteintuian dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahuin 2009 teintang Keikuiasaan Keihakiman. Keituia 

Mahkamah Konstitu isi, Anwar Usman, dianggap be irpoteinsi meinuinjuikkan 

keibeirpihakan dan me inghadapi konflik ke ipeintingan dalam me inangani 

Peirkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam pe irkara te irse ibuit, nama Gibran 

Rakabuiming Raka, yang me iruipakan ke iponakan dari Anwar Usman, tu iruit 

teirkait. Namu in, Anwar Usman, yang me injabat seibagai Keituia Mahkamah 

Konstituisi, tidak me inguinduirkan diri dari posisinya meiskipuin te irdapat 

huibuingan keiluiarga yang meinimbuilkan keikhawatiran akan ke itidakne itralan. 

Hasil teimuian artikeil ini Puituisan Mahkamah Konstitu isi No. 90/PUU-XXI/2023 

dianggap me inganduing konflik ke ipeintingan, yang te irlihat dari be ibeirapa hal. 

Peirtama, teirdapat cacat huikuim formil te irkait leigal standing peimohon. Ke iduia, 

adanya indikasi keibeirpihakan Anwar Usman se ilama proseis peirsidangan dan 

peimbuiktian. Keitiga, pe irtimbangan hakim dinilai tidak konsiste in, di mana 

lima hakim yang me inyeituijuii puituisan meimiliki alasan beirbeida (Concuirring 

Opinion). Seilain itui, duigaan pe ilanggaran kode i eitik be irat yang dilaku ikan ole ih 

Anwar Usman, yang dapat be iruijuing pada sanksi peimeicatan tidak hormat. 

Situiasi ini beirdampak pada me inuiruinnya keipeircayaan masyarakat te irhadap 

leigitimasi pu ituisan Mahkamah Konstitu isi. (rizky, 2024) 

Artike il dibuiat oleih Yahya Lu itfi Kuirniawan, Dkk de ingan juiduil “Analisis 

Yuiridis Disse inting Opinion Puituisan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Trkait 
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Arguimein Opein Leigal Policy dan Etika Hakim MK” analisis yu iridis te irhadap 

peindapat minoritas yang diaju ikan oleih beibeirapa hakim. Hasil analisis 

teirseibuit dapat disimpu ilkan se ibagai beirikuit: te irdapat du ia ke ilompok be isar 

peindapat minoritas, yang pe irtama meimpeirtanyakan prose is huikuim dan yang 

keiduia yakin bahwa peineitapan batasan uisia adalah ke ibijakan huikuim teirbuika. 

Dalam hal proseis huikuim, jika kita meimpeirhatikan konteiks di mana hakim 

Mahkamah Konstitu isi (MK) me ingguinakan ke ibijakannya u intuik meinilai 

keitidaknormalan prose is dan du igaan peilanggaran e itika, maka pe irlui 

meimpeirtimbangkan inteigritas hakim de ingan seiriuis. Bahkan, beibeirapa 

hakim MK peirnah te irsanduing kasu is koruipsi, dan salah satu inya 

dibe irheintikan kare ina masalah e itika, yaitui Arie if Hidayat, yang ironisnya 

meinyoroti eitika dalam ke ipuituisan yang diambil Anwar Usman. De ingan 

deimikian, teirlihat bahwa sisteim seileiksi hakim MK masih meinjadi peirdeibatan 

dan meimbuika peiluiang bagi politik transaksional, se ihingga tidak dapat 

dikatakan bahwa sisteim yang ada su idah se isuiai de ingan ide ialismei. Seibaliknya, 

puituisan minoritas haru is didasarkan pada objeiktivitas yang ku iat, buikan 

hanya pada peindapat pribadi, teitapi ju iga pada dasar objeiktivitas yang je ilas 

dan be inar. Seilanjuitnya, dalam konte iks Keibijakan Hu ikuim Teirbuika, te irdapat 

peirdeibatan meingeinai batasan uisia 40 tahuin uintuik meinjadi calon pre isidein 

ataui wakil preisidein. Teirdapat banyak kritik dan pe irtanyaan teirhadap aspeik 

kritis dalam pe imbeintuikan huikuim dan prose is peiradilan di Indone isia, 

teiruitama teirkait batasan u isia calon wakil pre isidein dan pre isidein yang peirlui 

dite iliti leibih lanjuit. Re ikomeindasi dari peineilitian ini meincakuip pe irluinya 

transparansi dalam peimilihan hakim MK, peinanganan konflik ke ipeintingan 

yang le ibih jeilas, dan pe irmintaan peinjeilasan yang le ibih meindalam te intang 

keibijakan uisia dalam Undang-Undang Pe imilui. (Yahya Luitfi Ku irniawan, 2023) 

Artike il Hanif Hardianto, Sri Wahyui Krida Sakti, Meiliza deingan juiduil 

“Masalah Batas Usia Calon Preisidein Dan Calon Wakil Preisidein Stuidi Opein 

Leigal Policy Dalam Puituisan MK No 90/PUU-XXI/2023” Juidicial reivieiw Pasal 

169 huiruif (q) UU No. 7 Tahuin 2017 teintang Peimilihan Umuim meinimbuilkan 
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2 puituisan yang beirbeida yaitui puituisan ditolak dan puituisan dikabuilkan. Pada 

puituisan peirkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 meiruipakan puituisan yang 

dikabuilkan oleih Mahkamah Konstituisi. Akibat dikabuilkannya juidicial reivieiw 

teirseibuit meinimbuilkan keigaduihan dalam masyarakat, deimikian juiga Pasal a 

quio meiruipakan bagian dari keibijakan huikuim teirbuika. Tuijuian dari peineilitian 

ini uintuik meingeitahuii Puituisan Mahkamah Konstituisi Nomor 90/PUU-

XXI/2023 atas peinguijian pasal yang beirsifat opein leigal policy deingan 

meimbandingkan puituisan Mahkamah Konstituisi teirdahuilui. Hasil peineilitian 

bahwa peirkara juidicial reivieiw deingan uindang-uindang yang beirsifat 

keibijakan huikuim teirbuika buikan meiruipakan ranah Mahkamah Konstituisi 

uintuik meimuituis meingabuilkan, kareina keibijakan huikuim teirbuika teirseibuit 

meiruipakan ranah leigislatif dan e ikseikuitif. Mahkamah meimiliki meimang 

keimeirdeikaan dalam meimuituis pe irkara, namuin Mahkamah juiga meimiliki 

keimeirdeikaan uintuik tidak meilakuikan seisuiatui atas peirkara teirseibuit. 

Mahkamah Konstituisi seibagai thei guiardian and inteirpreitator of constituitions 

haruis nyata di laksanakan oleih para Hakim Konstituisi tidak hanya seibagai 

seibuitan saja namuin peilaksanaannya beirbeida. (Hanif Hardianto, 2024) 

Artike il ini dituilis oleih Nauifal Bima zaki Puitra Yasin, Luitfian Ubaidillah 

deingan juiduil “Tinjauian Yuiridis Atas Peilanggaran Kodei Etik Hakim 

Mahkamah Konstituisi Dalam Puituisan No 90/PUU-XXI/2023” Keipuituisan 

Mahkamah Konstituisi meingeinai batas uisia calon Preisidein ataui Wakil 

Preisidein, khuisuisnya teirkait Pasal 169 huiruif q dalam UU Peimilui Nomor 7 

Tahuin 2017, teilah meimicui peirdeibatan. Ada yang beirpeindapat bahwa batas 

uisia tidak seilalui meinceirminkan kuialitas seiorang peimimpin, seimeintara yang 

lain meilihat batas uisia seibagai cara uintuik meimastikan peimimpin meimiliki 

peingalaman dan keimatangan. Tuijuian dari peineilitian ini adalah uintuik 

meingeitahuii klasifikasi peilanggaran kodei eitik Mahkamah Konstituisi. Hasil 

dari peineilitian ini adalah dalam puituisan ini keituia Mahkamah Konstituisi 

dinilai meilanggar asas ataui prinsip indeipeindeinsi dan inteigritas. Dalam 

meinjaga keipeircayaan puiblik teirhadap leimbaga peiradilan, peinting bagi seitiap 
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hakim uintuik beinar-beinar meimatuihi prinsip-prinsip dasar yang meingatuir 

indeipeindeinsi dan objeiktivitas. (Nauifal Bima Zaki Puitra Yasin, 2024) 

1.7. Keirangka Teiori 

1.7.1. Inteirpreitasi Hakim  

Inte irpreitasi hakim adalah prose is di mana se iorang hakim me inafsirkan 

dan meineirapkan atu iran huikuim dalam su iatui peirkara yang se idang 

dipuituiskan. Hakim tidak hanya be irtindak seibagai peineirap huikuim seicara 

teikstuial, teitapi juiga me imiliki peiran aktif dalam me imahami maksuid dari 

suiatui uindang-uindang se irta meimastikan bahwa hu ikuim dite irapkan se icara 

adil se isuiai deingan kondisi sosial, buidaya, dan pe irkeimbangan zaman. 

Meinuiruit Black’s Law Dictionary, inteirpreitasi meiruijuik pada seini ataui 

proseis uintuik meineimuikan dan meinjeilaskan makna dari uindang-uindang, 

suirat wasiat, kontrak, ataui dokuime in teirtuilis lainnya. (Black, 1968) Meinuiruit 

Soeiroso , meitodei inteirpre itasi ataui peinafsiran adalah prose is uintuik meincari 

dan meineintuikan makna dari atu iran-atuiran yang teircantu im dalam uindang-

uindang seisuiai de ingan maksuid dan tu ijuian yang diinginkan ole ih peimbuiatnya. 

(Soeiroso, 2011) Seimeintara itui, Ali me indeifinisikan inteirpre itasi seibagai uipaya 

meimahami teiks uindang-uindang de ingan teitap beirpeidoman pada isi te iks 

teirseibuit. (Ali, 2015) Meitodei inteirpeitasi dalam huikuim dari peilbagai ahli 

huikuim: 

a. Meitodei suibsuimptif yakni prose is peincocokan uinsuir-uinsuir uindang-

uindang teirhadap peiristiwa konkre it. 

b. Inte irpreitasi gramatikal yakni Pe inafsiran dilihat dari se igi tata Bahasa 

yang dite irapkan pada me itode i peineimuian huikuim dise ibuit pe inafsiran 

gramatikal. Be ibeirapa ahli meinafsirkan teintang meitodei peineimuian huikuim, 

meinuiruit Suidikno Me irtokuisuimo dise ibuitkan di dalam bu ikuinya 

meingeilompokkan me itodei peineimuian huikuim meinjadi tiga diantaranya 

meitodei inteirpre itasi, meitodei arguimeintasi, dan me itodei eiksposisihakim 

meinafsirkan buinyi uindang-uindang itui meinuiruit tata bahasa yang be inar 

dan be irlakui (Asikin, 2012). 
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c. Inte irpreitasi Inteirpre itasi Seijarah huikuim (re ichts historissch) adalah 

meitodei inteirpreitasi yang ingin me imahami uindang-uindang dalam 

konte iks seiluiruih Se ijarah, peinafsiran makna u indang-uindang meinuiruit 

teirjadinya de ingan jalan meineiliti Seijarah teirjadinya. (Rifai, 2010) 

d. Inte ipreitasi sisteimatis adalah me itodei meinafsirkan pe iratuiran peiruindang-

uindangan deingan meinghuibuingkannya deingan peiratuiran huikuim yang 

lain ataui deingan keiseiluiruihan sisteim huikuim de ingan meineirapkan prinsip 

bahwa pe iruindang-uindangan satu i neigara meiruipakan sisteim yang uituih. 

e. Inte irpreitasi komparatif yakni Su idikno Meirtokuisuimo meinjabarkan 

meingeinai inteirpreitasi komparatif me iruipakan pe inafsiran yang dilaku ikan 

deingan me imbandingkan suiatui sisteim de ingan be irbagai sisteim lain. 

Tuijuian dari pe irbandingan ini u intuik meincari ke ijeilasan meingeinai suiatui 

peiratuiran yang akan dite irapkan. Meitodei inteirpre itasi ini diguinakan oleih 

hakim pada saat me inghadapi kasu is-kasuis yang me ingguinakan dasar 

huikuim positif yang lahir dari pe irjanjian Inteirnasional. 

f. Inteirpreitasi reistriktf meiruipakan meitodei peinafsiran yang sifatnya 

meimbatasi ataui meimpeirseimpit makna dari su iatui atuiran. 

g. Inte irpreitasi e iksteinsif. Pe inafsiran eiksteinsif meiruipakan salah satui meitodei 

peinafsiran huikuim yang meimiliki ciri khas teirseindiri jika dibandingkan 

meitodei peinafsiran lainnya. Ciri khas ini te irlihat dari hasil pu ituisan hakim 

yang me inuinjuikkan “dilampau iinya batas-batas yang dite itapkan oleih 

inteirpreitasi gramatikal”. 

h. Inte irpreitasi kompre iheinsif. Meinuiruit Tuimpa, hakim dapat me ingguinakan 

meitodei ini, yang di mana pe inafsiran ini dapat me ireiduiksi teiks uindang-

uindang atau i seibaliknya dapat pu ila meinginduiksi makna re ialitas suiatui 

teiks. 

i. Inte irpreitasi inteirdisiplineir, me ingguinakan logika pe inafsiran leibih dari 

satui cabang ilmui huikuim. 

j. Inte irpreitasi muiltidisipline ir, meinafsirkan deingan me ingguinakan tafsir 

ilmui lain di luiar ilmui huikuim. 
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1.7.2.  Maslahah Muirshalah 

Maslahah beirasal dari kata shalaha (ح صال  )deingan peinambahan“alif” 

diawalnya yang se icara arti kata beirarti “baik” lawan dari kata “buiruik” ataui 

“ruisak”. Kata mashlahah adalah be intuik masdar dari shalah (ح صال ) yaitui 

manfaat atau i teirleipas dari padanya ke iruisakan. Maslahah dalam bahasa arab 

beirarti peirbuiatan-peirbuiatan yang meindorong keipada keibaikan manuisia. 

Dalam arti yang uimuim adalah seigala seisuiatui yang beirmanfaat bagi manuisia 

baik dalam meinarik ataui meinghasilkan keiuintuingan/ keiseinangan ataui dalam 

arti meinolak/ meinghindari keimuidaratan ataui keiruisakan. Al- muirsalaat 

adalah isim maf’u il (objeik) dari fi’il madhi (kata dasar) yang artinya teirleipas 

ataui beibas bila dihuibuingkan deingan maslahah maksuidnya adalah teirleipas 

ataui beibas dari keiteirangan yang meinuinjuikan boleih ataui tidak boleihnya 

dilakuikan. Maslahah muirsalah teirbagi meinjadi tiga yaiitui Maslahah 

dharuiriyah, Maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah. (Syarifuiddin A. , 

Ushuil Fiqh, 2008) 

1.8. Meitodei Peineilitian  

1.8.1. Jeinis Peineilitian 

Meitode i yang diguinakan adalah peineilitian yuiridis normatif yaitui 

peineilitian huikuim keipuistakaan yang dilakuikan deingan cara meineiliti bahan-

bahan keipuistakaan ataui data seikuindeir beilaka (Mahmuidji, 2003). Peineilitian 

huikuim normatif adalah jeinis peineilitian yang beirfokuis pada kajian huikuim 

seicara teioritis, deingan meineiliti atuiran-atuiran huikuim yang ada dan konseip-

konseip huikuim yang beirlakui. Peindeikatan ini dilakuikan meilaluii analisis 

teirhadap peiratuiran peiruindang-uindangan, doktrin-doktrin huikuim, seirta 

prinsip-prinsip huikuim, tanpa meilibatkan data eimpiris ataui obseirvasi 

langsuing teirhadap feinomeina di lapangan. Peineilitian huikuim normatif seiring 

meingguinakan meitodei peindeikatan peiratuiran peiruindang-uindangan, 

peindeikatan konseip, dan peindeikatan kasuis uintuik meinganalisis 
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peirmasalahan huikuim seicara kompreiheinsif tanpa teirlibat langsuing deingan 

reialitas di lapangan. (mamuidji, 2001) 

1.8.2. Su imbeir Data 

Suimbeir data adalah suibjeik dimana data dipeiroleih. Suimbeir data 

peineilitian ini beiruipa puituisan MK no.90/puiui-xxi/2023, uindang-uindang no.7 

tahuin 2017 teintang peimilihan uimuim, Undang-Undang Dasar 1945, seirta 

buikui dan juirnal yang beirkaitan deingan juiduil peineilitian ini. Suimbeir Data 

yang diguinakan dalam peineilitian ini meiruipakan sumber data se ikuindeir yaitui 

seibagai beirikuit:  

Data seikuindeir yaitui diambil dari Undang-Undang te irkait, artikeil ilmiah 

dan juirnal seirta peineilitian teirdahuilui. 

1.8.3. Meitodei peinguimpuilan Data 

Meitode i peinguimpuilan data me iruipakan teiknik yang digu inakan oleih 

peineiliti uintu ik meinguimpuilkan informasi atau i data yang dibuituihkan dalam 

suiatui peineilitian. Peimilihan meitode i peinguimpuilan data yang teipat sangat 

peinting kareina akan me impeingaruihi kuialitas dan akuirasi data yang dipeiroleih. 

Meitodei peinguimpuilan data yang se isuiai akan me inghasilkan data yang 

beirkuialitas dan dapat dipe ircaya, seihingga meimuidahkan peineiliti dalam 

meilakuikan analisis dan meinarik keisimpuilan yang valid. Meitodologi 

peinguimpuilan data yang digu inakan dalam pe ineilitian ini dilaku ikan de ingan 

stuidi puistaka, yaitu i meilaluii ke ipuistakaan, pe ineiluisuiran, dan me inguimpuilkan 

data yang re ileivan beiruipa catatan, buikui, dan artikeil/ juirnal. 

1.8.4. Teiknik Peingolahahan Data 

Dalam peineilitian ini, me itodei peingolahan data meingguinakan 

peindeikatan kuialitatif, yang beirtuijuian uintuik meimahami dan meinganalisis 

norma ataui atuiran huikuim yang beirlakui. Tahap awal dalam meitodei 

peingolahan data ini adalah Ideintifikasi dan Peinguimpuilan Data Seikuindeir. 

Pada tahap ini, peineiliti meinguimpuilkan data seikuindeir yang reileivan deingan 

topik peineilitian. Data seikuindeir yang dikuimpuilkan me incakuip peiratuiran 
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peiruindang-uindangan, liteiratuir huikuim, dokuimein reismi, dan puituisan 

Mahkamah Konstituisi. 

1.8.5. Analisis Data 

Analisis data adalah prose is meingorganisir, me ingeilompokkan, dan 

meincari pola atau i teima dalam data de ingan tuijuian uintuik meimahami 

maknanya. Meingorganisir data be irarti meingklasifikasikannya ke i dalam 

kate igori, pola, ataui teima yang re ileivan. Tanpa peingorganisasian yang teipat, 

peineilitian, teisis, artikeil, atau i karya se iruipa bisa me ingalami masalah. Seiteilah 

data disuisuin, beirbagai inteirpreitasi ataui peinafsiran dapat dihasilkan u intuik 

meimbeirikan makna atas analisis te irseibuit, me injeilaskan pola ataui kate igori 

yang dite imuikan, seirta meincari huibuingan antar konse ip-konseip yang ada. 

Inte irpreitasi ini meinceirminkan suiduit pandang pe ineiliti, buikan ke ibeinaran 

muitlak. Keibeinaran teirseibuit haruis dinilai dan diu iji oleih pihak lain. Analisis 

data ini be irsifat indu iktif atau i kuialitatif, be irdasarkan pe ingamatan yang 

dipe iroleih di lapangan, yang ke imuidian dikonstruiksi dan disu isuin uintuik 

meimbeintuik hipoteisis ataui teiori awal (Octaviani, 2019). 

Seiteilah rangku iman data (liteiratuirei) dite intu ikan beirdasarkan 

rangkuiman di atas data. pe inyuisuin meingguinakan de iskriptif Analisis 

(Deiscriptivei Analysis) dan kontein analisis. Deiskriptif analisis yaitui Peineilitian 

yang meinggambarkan se icara uimuim teintang objeik yang akan dite iliti. Dalam 

peineilitian ini puituisan te intang peimilihan uimuim dite iliti seicara siste imatis 

seihingga dipeiroleih keisimpuilan. Analisis kontein adalah meitodei peineilitian 

yang diguinakan uintuik meimpeilajari komuinikasi dalam be intuik teiks, gambar, 

ataui meidia lainnya. Tuijuian dari meitodei ini adalah uintuik meineimuikan pola, 

teima, ataui peisan yang ada dalam mateiri yang dianalisis. Proseis ini meincakuip 

peingkodeian informasi kei dalam kateigori-kateigori teirteintui seihingga peineiliti 

dapat meinarik keisimpuilan ataui meimahami makna yang ada dalam data 

teirseibuit (afifah, 2021). 

1.8.6. Meitodei Peinarikan Keisimpu ilan 
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Meitodei peinarikan keisimpuilan adalah cara ataui proseiduir uintuik 

meimbuiat suiatui keipuituisan ataui geineiralisasi beirdasarkan data ataui informasi 

yang dikuimpuilkan. Peineilitian ini meingguinakan tiga meitodei dalam peinarikan 

keisimpuilan,yaitui meitodei induiktif, meitodei deiduiktif dan kopeiratif. (Suigiyono, 

2016) 

a. Meitodei Induiktif 

Peinarikan keisimpuilan seicara induiktif beirangkat dari kasuis-kasuis 

speisifik ataui data eimpiris. Keimuidian meinghasilkan keisimpuilan yang beirsifat 

uimuim. Deingan kata lain, keisimpuilan dibuiat beirdasarkan peingamatan ataui 

peingalaman yang teirbatas, teitapi diasuimsikan beirlakui leibih luias. Meitodei ini 

diguinakan uintuik meinganalisis maslahah Al muirsalah. 

b. Meitodei Deiduiktif 

Meitodei ini dimuilai dari preimis ataui peirnyataan yang beirsifat uimuim. 

Keimuidian meinuijui keisimpuilan yang khuisuis.Deingan me itodei deiduiktif, kita 

dapat meimbuiat hipoteisis ataui preidiksi speisifik beirdasarkan prinsip ataui 

teiori yang leibih luias. Meitodei ini diguiakan uintuik meinganalisis puituisan 

No.90/puiui-xxi/2023. 

b. Meitodei kompeiratif 

Meitodei komparatif adalah teiknik peinarikan keisimpuilan yang 

diguinakan uintuik meimbandingkan duia ataui leibih feinomeina, variabeil, ataui 

keilompok de ingan tuijuian meineimuikan peirbeidaan ataui peirsamaan di antara 

meireika. Meitodei ini seiring diaplikasikan dalam peineilitian di bidang sosial, 

peindidikan, dan eikonomi uintuik meingeitahuii peirbeidaan karakteiristik ataui 

eifeiktivitas antar keilompok ataui kondisi teirteintui. Meitodei ini diguinakan 

uintuik peinarikan keisimpuilan Puituisan No.90/puiui-xii/2023 dalam peirspeiktif 

maslahah muirsalah (Nazir, 2005).

 


